
BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 39 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Subang dan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang,
perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

b
.
 bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan
oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2
. Undang-Undang Nomor 28 Tahuri 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

3
. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

4
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

8
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9
. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56



Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110

, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 150

, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25

, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

, Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96

, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

19 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER / 20 / M. PAN / 11/2008 tentang

Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;



20. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1
. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten

Subang.

2
. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3
. Bupati adalah Bupati Subang.

4
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, dan Kecamatan.

5
. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan
instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi
dan strategi instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang ditetapkan.

6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen
khususnya membandingkan tingkat kinerja yang
dicapai dengan standar, rencana atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.

7
. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan

pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan
kegiatan atau program dengan menggunakan hasil
pengukuran kinerja dan identifikasi, analisis serta
antisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul
untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

8
. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit

organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

meliputi Kementerian Koordinator/Kementerian
Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota,
Pemerintah Kabupaten, serta Lembaga-lembaga yang
menjalankan fungsi pemerintahan dengan
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

9
. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun.



10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai
secara nyata oleh instansi pemerintah dalam
rumusan yang lebih spesiflk, terukur dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut.

13. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan
program serta kebijakan.

14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

15. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen
kinerja secara baik; dan

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran
kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Subang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi
pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2018-2023.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Subang adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap
pimpinan Perangkat Daerah serta disampaikan kepada
Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang,
dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Subang, melalui :

a. review atas capaian kinerja setiap Perangkat Daerah

dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang
disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan

b
.
 evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian Indikator

Kinerja Utama.



,RAF KOORD1NASI

WakiS Bupati

Sekda Kab. Subang

Asisten Perekonomian

dan Pot ban g ur;  an

Kepala BP4D

Kabag Hukur
Setda r'-ti. 0:

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditgtapkan di Subang
'pada tanggal | JjvkLa 301ÿ

BUPATI SUBANG,

Kabid

Sekreteris . $
WW;

.... | q
~ 3©ÿnd4ngkan di Subang

pada tanggal;
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

RUHIMAT

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR ?



>

XS P ÿ
8
n 3 s-
3-g.

£
Ss:g*
E « S
sf £<3
3 P
a P. sr
P 3 pj
2 2ÿ
- * .

. pP P CO

> P
I* 2.
xi p

P
co
h-**

*0
rt)

>

C
3
r+

p
cr

P
rr

P
00

h-t.

p
<n>

<3.
P

to

P
H- .

n
<
P

E
*

p
Cfl

ÿ £
ft 8
sf B.
3 .§
P P
2.

 era

£ > ÿ
3 c p
a r+ *-<
5" P
5-
 & 3

cd ÿcra

DO

o
k*

3

a
- p
w M *

S
£Es5 p

CO XS 3

P

s
a

2
ai

°
P

3
a

3 A S-
O P p
ft a Pÿ g S
n>

3
rt)
P

<?
a
h-' .

P
P

tt>
<
P

E
*

p
co

ÿ

CO

CO
*

0>

a 5<
§.*
F ?r
3 "
»

,
 PC
0)

o
1

a

ÿ $
O) <T5

P
a
p

ÿc
p

cd p
q- p
o p
*

* p

3 j?
CO U
- SD

3
S

"

a

2
o

era
P
a
p

a
p
p

PS 2
CD SH

o
1

a

3
p
CO

£.

1
£

Co a
a

*

*0
O 0)

3
FT
p-

?r

p
CO

o p
<T S

"

p- CO

w 2
<
p

_

E"
p
CO

p p
& CO
a 

*

2
P ft
tr £

o
a
P

ÿ S?
-

p £
3 er
P a
p" s>

a

p
"

CD a >
s* P tJ
3 p p
?jop
3ft?
S2. ÿ a
ÿ a

3 S{
P rS
«*8

a
p

2? *
s |
a
p

,.c
£? rt

a
h-*-

P
P

£ ÿ
o> 5-

§1
S.H
p P
** ft
o P
,™' p
ft COpÿ »-.

> "o r
*

- o p
£ P T5
3 & O

IP
*-*ÿ >-. iÿ-i

£t »yr Ph
sr w. p
S ft g;

O)

3

co a >
C" p *0

3 3 ÿ
ET pa p
s

3 ?
p ÿi

.
?
a

p

2? ÿ
2 ÿ
B
.

3

D3 to X r
S* TD 2 P
3 n* 2u o k*.

CO p S
"

era a
£
p
p
p
p

tv p
3 3
® Si-» CO

o
K-

CD

pÿ

p

« ffi
p p
a 2.
a> ÿ
?r
CO

>
s
M

g

3
D

H Z T3
tg > o S

o
>

O r

P O
pa

H
c

H
O
W

W
i-ÿ

P3
XI

>

c

"a
Pd
2
w
X)
ÿ-«

S
X

D

W.

?

CD
C

1w
2

CO
a

ro
>
2
O

5>

x
c

to
o
H-'

00
I

bO
o
to
Co

ÿ2c
G
2

a
r

03
% C

mq

>

oQ2
00

X3

.
 *

to s
O -2
to W
Co jo

>

a

52
>

a
>-H

c

o

c

g
2

X

S

pa
i-<

i
ffi

>
w

CO
c

I
P3
2

CO
C
oa
>
2
O

vO to
o

v£)

l-H

CO
c
CD
>
2
O



-J

Cr T3
<D 0!
.-! 1I

3
'

3 c
p cr

Q) 3

W(g
3

P
3

GfQ

2 3
3 **
cr p
CD CO

03 p
? §<g

CO

2 ?
3 3
§
"

3
,

p

a t
p ÿ

co BL
p p

3 ?
p

3 3
P ÿ
3 P

XI
a>
k-'

P

P
2
P
3

to

cd
3
ÿ-* .

3
CfQ
*r
p

3
.c
P

>3
3
cr

P

cn OJ

CO
p
CO
P
»-i
P
3

to
r+
-I
P

CD
CTQ

H-* .

CO

3 S"g 3"
I S<£ 3
cr era a 3
cd ?T £i* j-t-
:L p a> p
£f *3 3 $5
ÿ P CfQ ÿ

£-5
.
 &T 2

P p X) P
3 pS3 p;p 5T
3 5

Cm

3

3

&

P
CO

t_..

p
_

p
3

*r ÿ
<1 3

3 3

*- &
I 2
s p
3 co

p
_
 p

p
"

 p*
3 3

P p
3 3

CfQ CfQ

cr a
n> jzti
£ ft
2f 3
G CfQ

gr
p

1

1 CO
1

1
CD

X
p
3

t-'

o

3
P
(-ÿ

o P

# 3

a '-o
p 0)
.-ÿ ,I
P CO

3 S
g
"

P
C CO
3 CD
3-

£ 3
cr a-
£. £
?r p

3

p
CO

<<
p
*1

3
a
0)
*-

CO

&
„ nj
P 13
Z C
w p
rK W

S8

Cm

3

3
p
3*

t-i.

cd

3
cr
p
r~t-

p
3

X

o
o

Cm

3
3
p

-

tr
<-L.

CD

3
cr
p
r+

p
3

a
p

.

p
"

3
*r
o
3
CL
ÿ-' .

CO
h~ .

cr
P

C
m

3

3
p
3-

ÿ-»
3
P
co

<___

P

P
3

X
P
cr
3

"3
p
r+-
0)

3

a Cm
p 3

53
3 p"
s*3,

§ a
a p
sr «o
>-. . <-. ÿ

cr E
p p

ÿ g0) 3

?r
; 3

w
p
cr
3

*3
P

cd
3

3
a

«

3
r+

p
3

"

O
p
cd
"i
P
3

'

P
co

<<
P
-s
p
?r
P

p

t3
0)
3

S"S
2 (7q
b a

a> cr.

£T cro
P ?r
a
p

*3

p

X5
CD
*-t
o

CD
3*

a> "Q
3

??* £
en

P

P
3
P
3

P
co

tr
P
co

O
o

rvÿ

CO
ÿ0
*

.n o
a ÿ
3 y.
H 3.
3

.

PC
CO
p

rt
3
P

I
3

CO
P
a
p
3

n> a>

cd n>

3. 3.
3 jr

P P
3ÿ

 p

8 P

cr -t
p
3

*
n>
3
P
3

CfQ

2? °
8U
o 3.
3.ÿ.

?Tpco 3
ÿ (S
W a
a>
3
P
3

CfQ
P
3

P
rt-

p
CO

3-

P
CO

K
n>
»ÿ-*

3

s
?r
p
3

a
3*

CD
P
a
P
3

o
.i

3
3

P
'

CO

ÿ Oa> >-».

3-

3
cr
3
3

CfQ
P
3

a T3 C ÿ D
r' n) t-4 Q i-.

s g I »p
Rag
ÿ p 3

3

£ ÿ g 0> ~

CfQ

P
3

OQ

3
P
rt

p
p
3

. t *r 3
3 o p
a co
3 p
Cl P
p 3
3

o g?
CD CD

- 3m n>
3- r-K
3

ÿ

 p

P

O W ÿ CD
p ro 2 P
CD
M

& 33
'

 (TO
P
3

3 3
P *9

CD

a

3

a
n

3
*

3
cr
3
3

CfQ
P
3

r
p

O

P
3

.

3
H5

d.

P

a a
s»
P p

g pi-8
P Ch

p E
3 p

a a
3 S

3 S
P Cm

£
p P

Xi xsp

ÿ 3
P P
-t co
P p

3
p

co
3

3
CD

W 0) £
CD p CD
3 a 3
p p P
3 3 3

OQ m CQ

§ I §
1 O
g--S-
CO
p

-o r
CD p
3 T3
3: o
p »-i
H-* »

g
r
p
TJ
O
>-t
P
3

ffi
P
CO

CO
3
3
cr
CD
-t

a
p
i-+

p












